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Menangani Sengketa Pilkada
dengan Transparansi

Oleh
Diska Putro

Pengamat Politik dan Sosial

EMILIHAN Kepala
Daerah (Pilkada) se-
rentak 2024 akan se-
gera digelar. Tahapan
Pilkada tidak berhenti
pada saat masa pen-
coblosan saja. Salah
satu tahapan krusial yang masih menan-
ti adalah penyelesaian sengketa hasil
Pilkada. Menyadari pentingnya taha-
pan ini, penyelenggara pemilu, baik
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mau-
pun Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu), telah menyatakan kesia-
pannya untuk menangani segala ben-
tuk sengketa yang mungkin muncul de-
ngan menjunjung tinggi prinsip trans-
paransi dan akuntabilitas.

Transparansi menjadi kunci utama
dalam penyelesaian sengketa Pilkada.
Dengan adanya transparansi, publik da-
pat melihat secara jelas setiap tahapan
Pproses penyelesaian sengketa, mulai dari
penc gugatan hingga putusan
akhir. Hal itu penting untuk menjaga
kepercayaan publik terhadap proses
demokrasi dan mencegah terjadinya
spekulasi yang tidak berdasar.

Selain itu, transparansi juga dapat
mencegah terjadinya praktik-praktik
kecurangan dan intervensi dari pihak
Inar. Dengan adanya pengawasan dari
m kat, penyelenggara pemilu akan
lebih terdorong untuk bekerja secara
profesional dan independen.

Anggota Dewan Kehormatan Penye-
lenggara Pemilu (DKPP), I Dewa Kade
Wiarsa Raka Sandi mengatakan, pen-
tingnya pengawasan yang dilakukan oleh
Bawaslu sebagai proses terjadinya
pelanggaran yang merupakan salah satu
upaya bentuk tanggung jawab untuk
menjaga kemurnian suara rakyat In-
donesia. o

Pengawasan yang dilakukan oleh pi-
hak berwenang tidak semata-mata un-
tuk mencari kesalahan, tapi juga untuk
mencegah terjadinya kesalahan ata
pelanggaran itu sendiri. ;

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
adalah dua institusi utama yang bertang-
gung jawab dalam pelaksanaan dan

pengawasan Pilkada. KPU bertugas me-
nyelenggarakan pemilihan dan memas-
tikan proses pemungutan suara berjalan
sesuai aturan. Bawaslu, di sisilain, ber-
fokus pada pengawasan dan penanga-
nan pelanggaran pemilu. Dalam mena-
ngani sengketa, kedua lembaga ini me-
miliki peran penting. :

KPU telah mempersiapkan berbagai
mekanisme untuk menangani sengke-
ta, termasuk adanya sistem pengaduan
dan mekanisme banding. Selain itu,
mereka juga menyediakan informasi
yang jelas mengenai prosedur sengke-.
ta melalui situs web resmi dan media
sosial. Ini adalah langkah penting un-
tuk memastikan bahwa semua pihak
yangterlibat, baik calon maupun pemil-
ih, memiliki akses yang sama terhadap
informasi.

Bawaslujuga berperan dalam memas-
tikan bahwa setiap laporan pelanggaran

atau sengketa diproses dengan objektif
dan adil. Mereka memiliki kewenangan
untuk menyelidiki dan memutuskan ka-
sus-kasus pelanggaran pemilu, serta
melakukan tindakan preventif untuk
menghindari pelanggaran lebih lanjut.

Komisi Informasi (KI) Pusat meminta
Komisi Pemilihan Umum (KPU) me-
mastikan kesiapan Sistem Informasi Re-
kapitulasi (Sirekap), dalam pemilihan
kepala daerah (Pilkada) serentak 2024
serta berharap KPU belajar dari pen-
galaman Pemilu 2024 dalam memenuhi
kaidah keterbukaan informasi bagi selu-
ruh kalangan publik terkait proses reka-
pitulasi suara.

Komisioner Bidang Penelitian dan
Dokumentasi KI Pusat, Rospita Vici
Paulyn mengatakan, KI pusat dan dae-

rah juga akan mengawasi pelaksanaan
keterbukaan informasi maupun peme-
nuhan hak akses publik, termasuk kala-
ngan difabel dan masyarakat yang dalam
halangan seperti dirawat di rumah sak-
it, dalam pelaksanaan Pilkada serentak
2024.

Untuk memastikan prinsip trans-
‘paransi diterapkan secara konsisten,
penyelenggara pilkada telah mengadopsi
beberapa langkah strategis. Pertama,
mereka telah menetapkan prosedur
standar yang jelas untuk menangani
sengketa, yang mencakup tahapan pela-
poran, verifikasi dan penyelesaian. Se-
tiap tahap dalam proses ini dirancang
agar dapat dipantau oleh-publik dan pi-
hak-pihak terkait.

Terkait Keterbukaan Informasi dalam
Pemilihan Umum sendiri, Ketua Dewan
Pers Ninik Rahayu mengatakan, peran
pers dalam mendukung Pemilu berkua-

litas di antaranya menginformasikan
perkembangan tahapan Pemilu, menye-
diakan informasi tentang partai poli-
tik/koalisi, serta mencegah disintegrasi
bangsa akibat politisasi identitas.

Sistem teknologi informasi yang baik
juga memudahkan penyelenggara un-
tuk melakukan analisis data dan mengi-
dentifikasi pola atau tren dalam seng-
keta. Ini bisa membantu mereka dalam
merumuskan kebijakan atau prosedur
yang lebih baik untuk mengatasi poten-
si sengketa di masa depan.

Meskipun komitmen terhadap trans-
paransi sangat penting, ada beberapa
tantangan yang harus dihadapi. Salah
satu tantangan utama adalah memas-
tikan bahwa semua pihak dapat meng-
akses dan memahami informasi terkait
sengketa. Tidak semua calon atau pemi-
lih mungkin memiliki pengetahuan yang
memadai mengenai prosedur sengketa,
sehingga penyelenggara harus melaku-
kan upaya ekstra untuk memberikan
edukasi yang memadai.

Tantangan lainnya adalah memas-
tikan bahwa proses penyelesaian seng-
keta tidak dipengaruhi oleh tekanan poli-
tik atau kepentingan tertentu. KPU dan
Bawaslu harus menjaga independensi
dan integritas mereka untuk memas-
tikan bahwa keputusan yang diambil
murni berdasarkan fakta dan aturan
yang berlaku.

Penyelenggaraan Pilkada 2024 meru-
pakan ujian besar bagi demokrasi In-
donesia, terutama dalam hal penan-
ganan sengketa. Dengan komitmen ter-
hadap transparansi, KPU dan Bawaslu
berupaya memastikan bahwa setiap
sengketa ditangani dengan adil dan ob-
jektif. Melalui langkah-langkah strate-
gis, penggunaan teknologi dan keterli-
batan berbagai pihak, diharapkan pro-
ses ini akan meningkatkan kepercayaan
publik dan memperkuat demokrasi di
tingkat daerah. Meskipun ada tantangan
yang harus dihadapi, dedikasi penye-
lenggara untuk menjaga integritas dan
transparansi adalah langkah positif
menuju pilkada yang lebih bersih dan
berkeadilan.

Selain itu, Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) adalah momen penting dalam
kehidupan demokrasi suatu negara. Di
Indonesia, Pilkada menjadi salah satu
ajang penentu dalam memilih pemimpin
demi keberlanjutan pembangunan di
daerah. Pilkada yang damai dan tertib
merupakan harapan bersama demi ter-
ciptanya stabilitas politik dan sosial yang
kondusif.

Untuk menciptakan situasi damaidan

kondusifini tentu harus didukung selu-
ruh pihak. Kondisi yang damai dalam
gaem}il]aig ;m a}ll\;ann menentukan kudih};tgls

n hasil, sehi masyarakat ti i-
hadapkan pada gigtaervensi dalam menen-
tukan pilihannya. Pengawasan terhadap
pelaksanaan Pilkada juga harus dis-
atukan, termasuk pelibatan elemen
masyarakat yang memiliki andil besar
dalam menjaga kondusivitas wilayah.

Elemen masyarakat terdiri dari berba-
gai kelompok dan individuyang memi-
liki peran dan kontribusi signifikan
dalam proses Pilkada. Elemen-elemen
ini meliputi tokoh masyarakat, pemim-
pin agama, organisasi masyarakat sipil,
media dan warga negara pada umum-
nya.

Kehadiran tokoh masyarakat dan
pemimpin agama dalam mengelaborasi
Pilkada damai sangat diharapkan kare-
na memegang peranan penting dalam
menjaga situasi kondusif selama pelak-
sanaan Pilkada.

Dengan pengaruh yang dimiliki, tokoh
m; kat dan pemimpin agama mam-
pu menggerakkan massa untuk meng-
ikuti proses Pilkada dengan tertib dan
damai. Seruan dan ajakan dari tokoh
masyarakat, tokoh agama untuk men-
ciptakan situasi kondusif memiliki dam-
pakyang besar terhadap perilaku pemi-
lih dan pendukung calon sehingga up-
aya tersebut harus terus digelorakan
agar masyarakat memiliki informasi
yang komprehensif dalam melihat isu-
isu Pilkada.

Tokoh agama, tokoh masyarakat men-
jadi panutan banyak orang, harus lebih
aktif mengadakan pertemuan dan dia-
log dengan berbagai pihak untuk me-
redam potensi konflik yang mungkin
timbul. Termasuk di dalamnya juga
harus mampu berperan sebagai medi-
ator dalam penyelesaian sengketa yang

muncul selama proses Pilkada, dan

bukan sebaliknya menjadi provokator.

Selain itu, perlu menekankan nilai-ni-

lai toleransi, kerukunan, dan persau-

daraan di tengah masyarakat, sehingga
suasana menjelang, selama, dan sete-
lah Pilkhda tetap kondusif.

Kolaborasi dan sinergi antara elemen-
elemen ini menjadi kunci keberhasilan
dalam menciptakan Pilkada yang damai
dan adil. Dengan semangat kolaborasi
dan sinergi yang kuat, kita semua
berharap bahwa setiap Pilkada dapat
berlangsung dengan damai dan tertib,
sehingga hasil yang diperoleh benar-be-
nar mencerminkan kehendak rakyatdan
dapat membawa daerah ke arah yang

lebih baik.***




